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DETGAIT RAIIUA TI'IIAIT YAilG TIAIIA TSA,

BTIPATI trATIIIfA,

bahwa dalam rangka menindaklan$uti Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O5/M.PAN/O3 /2AA8 tentang Standar Audit Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah

bahwa agar kegiatan pengawasan yang dilaksanakan APIP

menjadi berkualitas, efektif dan aktrntabel maka visi, misi,

tqiuan, kewenangan, dan tanggung jawab APIP harus

dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani

oleh pimpinan tertinggi organisasi.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Piagam Audit Internal di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Natuna

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun L999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Kompsi (Lembaran Negara

b.

c.
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3.

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14O, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38741

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2OOl (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOL Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a15O);

Undang-Undang Nomor 53 Tahun L999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karinr.un, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi

dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 39021 sebagaimana telah

diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2OO8 perubahan ketiga (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lO7,

Tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor

a88O);

Undang-Undang Nomor L2 Tahun 201 1 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia ?ahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

523a);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a286l;'

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4

Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44OOl;

Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
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8.

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 127, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a89O);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OOT tentang

Pembagran Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

Pernerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOT Nomor 82);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2OOT

tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8

Tahun 2OO9;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PE,RI04 /M.PAN/O3 /2OA8 tentang Kode Etik Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/O5/M.PAN/O3|2AOB tentang Standar Ar.rdit Aparat

Penga'wasan Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor O9 Tahun 2OO9 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak

Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 19 Tahun 2AOg tentang Pedoman Kendali

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
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Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 5 Tahun

2Ol1 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan

dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2Al1 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATIIRAII BUPATI IIATUIIA TENTAITG PIAGAM AUDIT
IISTERNAL DI LINGKUITGAN PEMERINTAII I(ABTIPATEN
NATT'NA

BAB I
I{ TENTUAN T'MUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna

2.

3.

4.

5.

6.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna

Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Natuna.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Natuna.

Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Kepulauan

Riau

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari

Sekretariat Daerah, Sekreteriat DPRD, Dinas, Badan dan

Unit Kerja, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.

Piagam Audit Internal {Intemal Audit Charter) adalah

dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati

terhadap arti pentingnya fungsi pengaurasan intern atas

penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Natuna dan memuat tujuan, wewenang dan

tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya

disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk

dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

7.

8.
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10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang

integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk

memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,

keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara,

dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya

disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang

diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi

dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang

telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk

kepentingan pimpinan dalam

kepemerintahan yang baik

mewujudkan tata

BAB II
MAKSI'D DAIY TUJUAil

Pasal 2

Maksud disusunnya Piagam Audit Internal ini adalah dalam

rangka memberikan landasan, pedoman dan batasan

kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi

Aparat Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan

internal di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Piagam Audit Internal adalah :

a. Memberikan penegasan dan komitmen dari Bupati tentang

pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Memberikan deskripsi dan ilustrasi kepada Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak terkait tentang

kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Aparat Pengawas

11.

12.
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Intern Pemerintah (APIP), sehingga dapat menumbuhkan dan

melahirkan pemaharnan yang positif terkait urgensi

pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

c. Menumbuh kembangkan internalisasi nilai-nilai budaya

organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas,

obyektifitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-

undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan

Pemerintah Daerah;

d. Menciptakan lingkungan pengendalian yang kondusif dalam

mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih,

transparan, akuntabel dan bebas dari Korupsi Kolusi dan

Nepotisme (KKN).

e. Meningkatkan efektifitas manajemen risiko dan tata kelola APIP

yang diharapkan dapat meningkatkan nilai serta perbaikan,

melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi

dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian,

dan proses tata kelola APIP.

BAB III
PIAGAM AUDIT INTERITAL

Pasal 4

Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit,

reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain

terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam

rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan

telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan

pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;

Inspektorat Kabupaten Natuna adalah Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan

pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Natuna;

Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan untuk

mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan,

dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/SKPD di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna yang diperlukan

(1)

{21

(3)
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sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

Untuk rnewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan

SKPD/Unit Kerja Pernerintah Kabupaten Natuna wajib

menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang

baik melalui :

a. penegakan integritas dan nilai etika;

b. komitmen terhadap kompetensi;

c. kepemimpinan yang kondusif;

d. pernbentukan struktur organisasi y"ng sesuai dengan

kebutuhan;

e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;

f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang

pembinaan sumber daya manusia;

g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pernerintah

terkait.

Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

Pernerintahan Desa.

Pemerintah Kabupaten Natuna akan mengalokasikan

pemanfaatan dana dari APBD guna mendukung peran dan

fungsi pembinaan dan penga$/asan penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat

dipergunakan untuk:

a. Anggaran Biaya khusus bagi kegiatan pengawasan

b. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Tlrmbahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi

Pasat 5

Piagam Audit Internal dan larnpiran ditandatangani oleh

Bupati Natuna.

Penjelasan/suplemen atas Piagam Audit Internal ini adalah

sebagaimana tercanturn dalam Lampiran yang rnerupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(5)

(6)

(71
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Pasal 6

Apabila diperlukan maka Piagam Audit Internal akan dilakukan

perubahan dan/ata'u penyempurnaan guna menjamin

keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang

pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan

perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi

pemerintah.

ksel 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI

SEKRETAF,IS OABqAI A.
ASSISlEN *l

Ditetapkan di Ranai 
"

pada tanggal, ei *)&r 2015

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLI
Diundangkan di Ranai
pada tanggal, 6 4fu 2015

SEKRETARIS DATRAII
I(ABUPATEIS ITATT'ITA,

SYAMSURIZOil

BERTTA DAERATT r(ABTIPATET{ NATTruA TATTUN 2(}15 NOUOR vO



1.

Lampirar Petatutan Bupati Satuna
llornor : 4$ Tcr\^$^ 9ots
farggat t g Su,i 10$

PETTJEI"ASAil / SUPLEI}IEN
PIAGAM AUDIT IITTERITAL APIP

PEITDAIIT'LUAH

a. Piagarn Audit Internal (Internat Audit Clwrtefi rnerupakan dokurnen formal

yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan

pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

b. Piagam Audit Internal rnerupakan penegasan komitmen Bupati terhadap

arti pentingnya fungsi penga\rasan intern atas penyelenggaraan

pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

c. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah

yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di

lingkungan pemerintah pusat dan/atau pernerintah daerah, yang terdiri

dari Badan Pengaurasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat

Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada

Kementerian Negara, Inspektorat Utama/ Inspektorat Lembaga Penrerintah,

I nspektorat / unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lernbaga Tinggi

Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan

unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

KEDT'DT'I(AII DA.r PTRAII IilSPTKI1ORAT KAST'PATEtr TATTIilA

a. Inspektorat Kabupaten Natuna merupakan unit kerja yang dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab

langsung kepada Bupati.

b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Kabupaten Natuna adalah sebagai

berikut:

1) Struktur organisasi APIP harus dibentuk sesuai beban kerja

2) Inspektorat dipirnpin oleh seorang Inspektur.

3) Inspektur Kabupaten Natuna diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

Natuna sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang

pengangkatan dan pemberhentian PNS.

4) Inspektur Kabupaten Natr-ma bertanggung jawab langsung kepada

2.
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5) Auditor Inspektorat Kabupaten Natuna bertanggung jawab secara

langsung kepada Inspektur Kabupaten Natuna.

3. VISI DAIT MISI HSPEKTORAT KABUPATEN ITATUIYA

a. Visi
Visi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah :

"Menjadi Institttsi Penganaascrn Aang Berfutalitas dan Propssronal sebagai

Kqtalisator Perurujudan Kepem.eintalwn A ang Baitr .

Visi Inspektorat mengandung 3 (tiga) hal pokok yang rnenjadi kunci yakni:

tl Instifrtsi Pengau)asan: Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah

institusi pengawasan internal Pemerintah Kabupaten Natuna yang

secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi dan

meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses

tata kelola pemerintahan yang bark (good gouernctnoe) yang bebas dari

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah guna rnendukung pencapaian visi dan

misi Kabupaten Natuna.

2l Berla,talitas dan Profesional: mengandung makna bahwa setiap

aparatur pengawasan akan selalu meningkatkan kapabilitasnya

sehingga memiliki kemampuan dasar dan dalam setiap pelaksanaan

tugas Inspektorat senantiasa melakukannya dengan suatu landasan

metodologi, sikap kerja yang berintegritas secara rnoral dan profesi

serta senantiasa berorientasi kepada penciptaan nilai tambah bagi

satuan kerja/unit kerja di lingkunga.n Pemerintah Kabupaten Natuna.

3l Koto;lisator Penaujudan Kepernerintahan garlg Baik; mengandung

makna bahwa Inspektorat memiliki kewqiiban sebagai Aparat

Pengawasan Internal Pemerintah Kabupaten Natuna untuk berada

pada lini terdepan perwujudan kepemerintahan yang baik dengan

bersikap proaktif dan terpercaya dalam mentransformasikan

manajemen pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik.

Kewajiban tersebut diimpternentasikan melalui transformasi birokrasi

yang menitikberatkan pada dimensi kultural serta pelaksanaan

pengawasan fungsional dengan memperhatikan prinsip-

prinsip akuntabilitas, efektif, efisien, responsif, dan transparan.

b. Misi

Untuk mewqjudkan visi maka misi Inspektorat Kabupaten Natuna adalah

sebagai berikut :

PARAF KOORDIN
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1.

2.

-------
Meningkatkan peran Inspektorat Kabupaten Natuna sebagai instittrsi

pengawasan ya.ng handal dan terpercaya.

Meningkatkan profesionalisme aparatur dan sarana pengawasan

dalam menunjang penyelenggara€!.n pemerintahan di bidang

pengawasan.

Mendorong peningkatan perarl serta seluruh pemangku kepentingan

{stalce twWefi dalam mewujudkan kepemerintahan yang balk (good

gouernane).

J.

4. TUGAS P|OKOK DAtr FUffGSI IilSPEKTORA? I(ABUPATEIT IIATUNA

T\rgas pokok Inspektorat Kabupaten Natuna adalah melakukan pengawasan

terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan

dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Dalam penyelenggara€rn tugas pokok, Inspektorat Kabupaten Natuna

mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program pengawasan

b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Uraian tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten NatLrna meliputi :

1) Membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan bidang pemerintahan,

keuangan dan menyiapkan konsep kebijakan daerah, dalam bidang

pelaksanaan pengawasan bidang pemerintah, keuangan dan pembangunan

serta pengawasan perekonomian serta sosial budaya.

2) Melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengkoordinasian dan

pengendalian pengawasan pemerintah, keuangan, pembangunan,

perekonomian dan sosial budaya serta kekayaan dan aparatur.

3) Menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah

dan perneriksaan terhadap laporan pengaduan atas penyimpangan dan

atau penyalahgunaan wewenang.

4) Melaporkan dan memberikan pertanggungiawaban atas pelaksanaan tugas

dan fungsinya langsung kepada Bupati sesuai dengan standar yang

ditetapkan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya

dengan efektif, harus ma.mplt:

1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan,

efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan

fungsi Instansi Pemerintah;

PARAFKOORDINASI
SEffi!.TARISOAHAHI . T'



memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen

risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan

memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan

tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5, IITDWEITAITGAIT IilSPEKT|ORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara

memadai, Inspektorat Kabupaten Natuna memiliki kewenangan untuk:

a. Menentukan obyek pemeriksaan yang akan dituangkan dalam Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);

b. Melakr-rkan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensilkonsultasi,

pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT

maupun non PKPT;

c. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi,

\_ aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan

fungsi pengawasan intern;

d. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja

yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam

rangka pelaksanaan pengawasan;

e. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala

Lembaga/Gubernur/Bupati dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya.

f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi kegiatan pengawasan

dengan berbagai institusi pengawasanf auditor ekternal dan lembaga

terkait agar mencapai proses dan hasil pengawasan yang berkualitas dan

terpadu serta tidak tumpang tindih;

\_; g. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Kabupaten Natuna serta

menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;

h. Menentukan mekanisrne, rnetodologi dan teknik dan lingkup waktu

pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan yang diperlukan

untuk mernerluhi tujuan pengawasan intern;

i. Meminta dan mernproleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,

baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Kabupaten

Natuna dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

j. Bekerjasama dengan lembaga pengavrasan lain dalarn rangka pemeriksaan

dan peninskatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

k. Menerima atau menolak permintaan pemeriksaan dari pihak lain atas

rry dasar pertirnbangan pertimbangan rasional yang dapat

ngiawabkan

2l
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6. TAITGGI'IIG JAW'AB INSPEKTORAT KABUPATEIT trATTIilA

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten

Natuna bertanggung jawab untuk:

a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme

auditor, kualitas pro$es pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan

dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;

b. Men5rusun, rnengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT) yang peduli risiko, khususnya dalam hat

penentuan skala prioritas dan sasara.n pengawasan dengan

mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;

c. Menerapkan Kode Etik dan Standar Audit APIP sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

d. Memperkuat pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang

baik (good gouernancel melalui penerapan SPIP;

e. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga

dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;

f. Menjarmin bahwa proses dan hasil pengawasan dilakukan secara obyektif

sesuai dengan standar audit pemeriksaan dan dilaksanakan bebas dari

KKN;

g. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas

pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Bupati Natuna dan pihak

terkait dengan memperhatikan az.as kerahasiaan;

h. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

7. TUJITAII, SASARAT{, DAI{ LMGISUP PTNGAWASAII rIISPEKTORAT

KABIIPATEII frATUITA

Penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Kabupaten Natuna

adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan, yaitu :

a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif

dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Kabupaten Natuna.

b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif

dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpa.ngan.

c. Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian

tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah

d. Meningkatnya efektivitas man4iernen risiko dalam penyelenggaraan tugas

dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

PARAFKOORDINASI



e. Meningkatnya tata kelola penyelenggar€ran tugas dan fungsi Satuan Kerja

Perangkat Daerah yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sasaran Inspektorat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Tercapainya pelaksanaan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus

serta terlaksaneinya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

b. Meningkatnya sistem manajemen pernerintahan mulai dari perencanaan,

pelaksanaan, perrgendalian, pelaporan dan akuntabilitas serta kualitas

pengelolaan manqiemen pemerintahan;

c. Terciptanya aparatur pengawasan yang profesional, mandiri dan

berkualitas baik skill, knowledge maupun attitude;

d. Meningkatnya koordinasi dan sinergisitas serta kualitas pelaksanaan dan

hasil pengawasan; dan

e. Terciptanya kondisi kerja yang kondusif melalui penyelenggaraan

administrasi perkantoran dan sarana prasar€rna yang memadai.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka

lingkup pengawasan Inspektorat Kabupaten Natuna meliputi:

a. Audit internal/kinerja secara berkala/reguler atas penyelenggaraan tugas

dan fungsi Pemerintah Daerah

b. Audit dengan tujuan tertentuf khusus atas

fungsi Pemerintah Daerah;

c. Audit penyelenggaraan Pemerintah Desa

Daerah;

d. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten

Natuna, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu

atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Natuna;

e. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten

Natuna, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pernerintah (SPIP)

dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;

f. Pemantauan dan aktivita.s pengawas€rn lainnya yang berupa asistensi,

sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraa.n tugas dan fungsi

Pemerintah Daerah.

g. Mengoordinasikan penyelesaian Tindak L,anjut Hasil Pemeriksaan atas

Pemeriksaan Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi, Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangullar, Inspektorat Jenderal Kementerian dan

Badan Pemeriksa Keuangan.

penyelenggaraan tugas dan

di Lingkungan Pemerintah

PARAF KOORDINASI
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Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Kabupaten Natuna adalah :

a. Inventarisasi Temuan Pengawasan

b. Pemeriksaan Reguler/ PKPT

c. Pemeriksaan Khusus/Kasus

d. Evaluasi LAKIP SKPD

e. Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi

f. Reviu Laporan Keuangan dan TAKIP Pemerintah Daerah

g. Monitoring Perencanaan Kegiatan Anggaran

h. Pemeriksaan Non PKPT

i. Penyusunan Statistik Pengawasan

j. Evaluasi berkala ternuan hasil pengawasan

k. Pengendalian Intern Pemerintah

l. Penanganan tindak lanjut rekomendasi LHP BPK-RI; dan

m. Penelitian dan penelaahan informasi serta penanganan pengaduan

\- masyarakat.

8. KODE BHIK DAIT STAITDAR AUDIT APIP

Piagarn Audit Intern mensyaratkan bahwa ar.lditor dalam melaksanakan

pekedaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nornor: PERIO4/M.PAN/O3l2OO8 Tentang Kode Etik APIP

dan Nomor: PER/O5/M.PAN/0312AA8 Tentang Standar Audit APIP dan

Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor: KEP-

OOS/AAIPI /DPN l2ol4 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern

Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan

,\__-, Pedoman Telaahan Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

9. PERSYARATAN AUDITOR YANG DUDUK DALAM IITSPEI(TORAT

KABUPATEIT ITATUITA

Persyaratan auditor intern yang duduk dalam Inspektorat Kabupaten Natuna

sekurang-kurangnya meliputi :

a. Memiliki Sertifikat Auditor dan persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan tentang Jabatan Fungsional Auditor;

b. Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan

obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;

c. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin

ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;

d. Wqiib rnernatuhi Kode Etik Dan Standar Audit APIP;

PARAFKOORDINASI
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Wqiib menjaga kerahasiaan inforrnasi terkait dengan pelaksanaan tugas

dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan ;

Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen

risiko; dan

g. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan

profesionalismenya secara terus-menerus.

IO.I,ARANGAI{ PERAI{GKAPAI{ TUGAS DAT{ JABATAI{ AUDII1OR

a. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional

kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat

mengganggu obyektilitas dan independensi seorang auditor.

b. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HITBTIIYGAtr I(ERTIA DA.!T K(X'RI}IIIIASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan

intern, Inspektorat Kabupaten Natuna perlu menjalin kerjasarna dan

koordinasi dengan satuan kerja (selaku objek pengawasan), Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara (selaku lembaga yang berwenang untuk

rnerumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan), dan aparat

pengawasan ekstern.

a. Iaspektorat l(abupaten llahrna dengau Satuan Keda/Audttt

1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan

antara Inspektorat Kabupaten Natuna dengan satuan kerja adalah

hubungan kemitraan antara auditor dan auditan atau antara konsultan

dengan penerima jasa.

2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan audit maupun konsultasi),

satuan keda harus memberikan dan rnenyajikan informasi yang relevan

dengan ruang lingkup penugasan.

3) Satuan kerja wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi audit yang

diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Natuna dan melaporkan tindak

lanjut beserta status atas setiap rekomendasi audit kepada Inspektorat

Kabupaten Natuna sesuai dengan prosedur yang berlaku.

4) Untuk dapat rnewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi

pengawasan intern, Inspektorat Daerah menjalin hubungan kerja yang

sinergis dan koordinasi dengan Auditi rneliputi :

a) SKPD;

b) BUMD;

e.

PARAF KOORDINASI C)
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dl BUMDes; dan

e) Iembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

5) Hubr-lngan kerja yang sinergis dan koordinasi sebagaimana dimaksud

pada angka 4) meliputi :

a) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada auditi

setiap awal perneriksaan;

b) Melakukan pengawasan terhadap auditi dengan komunikasi yang

efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara apip

dengan auditi;

c) Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan

rekorneadasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara

tertulis oleh pejabat auditi yang bertanggungjawab;

d) Menyampaikan hasil pemeriksaan atau laporan hasil pemeriksaan

(LHP);

e) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan

peningkatan akuntabilitas penyelenggaraa"n pemerintahan;

0 Melakr-lkan pendampingan kepada auditi pada saat pengawasan oleh

aparat pengawas eksternal;

g) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut

hasil pengavrasan, pelaksanaan ketugasan auditi dan melaksanakan

inspeksi disiplin pegawai;

h) Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil

pemeriksaan inspektorat daerah kepada auditi; dan

i) Mengoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil

pemeriksaan terhadap pemeriksaan badan perneriksa keuangan,

inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan.

b. Iaspektorat l(abupaten llatuna dengan Inspektorat kovlnsi
Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspektorat Provinsi berupa :

1) Melakukan koordinasi pen5rusunan PKPT;

2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM

pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah;

audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
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5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, Ioka kar5ra,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum

Bersarna APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

c. Inspektorat l(abupaten
Kabupaten/Kota l^ein

Natuaa deugan Iaspektorat Daerah

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspektorat Daerah Kabr.lpatenlKota Lain berupa :

1) Melakukan audiensi dan studi banding pelaksanaan tugas pengaurasan;

2) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

3) melakukan koordinasi, komr.lnikasi dan kerjasama dalam Forum

Bersama APIP se-Provinsi Kepulauan Riau.

d.Inspektorat Kahupaten lYatuua dengan Kementerian Dalam Negeri

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Kementerian Dalarn Negeri berupa :

1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan

Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi,

sinkronisasi dan integrasi pengawas€rn antara Institusi Pengawasan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

2) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam

Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional

pengawasan daerah;

3) Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;

4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengar'rrasan;

dan

5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

e. Inspektorat Kabupaten ilatuna de.gqn Kementerian Peadayagunaar
Aparatur llegara dan Reformasi Biroktrasi

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Kernenterian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi berupa :

1) Inspektorat Kabupaten Natuna harus menggunakan kebijakan dan

peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh

Kernenterian Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam menentukan

arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat Kabupaten

na.
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2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang

diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan

pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangl

tumpang tindih pelaksanaan pengawasan.

3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun

laporan hasil pengawasan.

4) berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi

Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya

koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;

5) menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan

mekanisrne kerja operasional pengawasan daerah;

6) melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

7) menyarnpaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan

Tahunan; dan

8) berpartisipasi at<tif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

f. Inspektorat Kabupaten lltatuaa dengar Inspektorat Jenderal di
Lingtun gan Kemeaterian.

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kernenterian berupa :

1) Inspektorat Kabupaten Natuna rnenjadi mitra pendarnping bagi aparat

pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian selama

pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/inforrnasi maupun

sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit.
\-- 2) Inspektorat Kabupaten Natuna dapat berkoordinasi dengan aparat

pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan Kementerian untuk

mengr.lr€rngi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat.

3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disarnpaikan aparat pengawasan Inspektorat Jenderal di Lingkungan

Kementerian merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat

Kabupaten Natuna terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

4) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;

5) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;

6) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan

PARAFKOORDIN
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g. Iaspektorat Kabupaten fiatuna den$*n Badan Fenerihsa Keuangan dan
Pembeoguaan |BPI(P|.
Hubungan kerja dan Koondinasi ar:.tara Inspektorat Daerah dengan Badan

Pengawas Keuangan dan Pembangunan berupa :

1) Inspektorat Kabupaten Natuna menjadi mitra keda BPKP Selaku

Pembina penyelenggaraarl SPIP dalam rangka membangun dan

meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:

a) Penerapan pedoman teknis penyelenggara€rn SPIP;

b) Sosialisasi SPIP;

c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;

d) Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan

e) Workshop Satgas SPIP

0 Peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasarl intern

pemerintah.

2) Inspektorat Kabupaten Natuna membangun kerjasama dengan BPKP

selaku koordinator APIP untuk meningkatkan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas

LKPD dan I"AKIP.

3) Inspektorat Kabupaten Natuna harus menggunakan peraturan-

peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh

BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.

4) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian

Tindak Lanjut Hasil Perneriksaan.

5) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas

penyelengaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola

APIP;

6) Melakukan audiensi dan konsultasi pel,aksanaan tugas pengawasan;

7) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokaka4ra,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan penga$rasan;

8) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalarn Forum

Bersama APIP se- Provinsi Kepulauan Riau; dan

9) Melakukan joint u,tdit.

h.Inspektorat lfubupatea Natuna dengaa Bedan Pemerlksa Keuangaa

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah d.engan Badan

Pemeriksa Keuangan berupa :

1) Inspektorat Kabupaten Natuna

selama pelaksanaan penugasan,

maupurl sebagai mitra satuan

menjadi mitra pendamping bagi BPK

baik sebagai penyedia data/inforrnasi

kerja pada saat pernbahasan temuan



Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan;

Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang

disarnpaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat

Kabupaten Natuna terhadap penyelenggaran tugas dan fungsi instansi.

Metakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK);

Mengoordinasikan penyampaian managemen letter oleh BPK atas

pemeriksaan terhadap LKPD atau auditi;

Mengoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas

LKPD atau Instansi/unit keda; dan

Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya,

workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

Inspektorat Kabupaten Natuna menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang

No. 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara.

Inspektorat l(abupaten llatuaa dengan Penegak Hukum

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah dengan

Penegak Hukum berupa :

1) Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum

berdasarkan perintah Bupati; dan

2) Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan

dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan

pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Bupati.

12. PENILJ\IAIT BERKALA

a. Inspektorat Kabupaten Natuna secara berkala harus menilai apakah

tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam

ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat

mencapai tqjuannya.

b. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Bupati.

BUPATI NATUNA

ttd

ILYAS SABLI

2l

3)

4l
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6)

7l

8)
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